
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 
NOMOR 5 TAHUN 2012  

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 

NOMOR 5 TAHUN 2012 
 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2012 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH LAUT, 
 

Menimbang : a.  bahwa memenuhi ketentuan 
Pasal 185 ayat (4) undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) bersama Bupati Tanah 
Laut telah menyempurnakan 
Rancangan Peraturan Daerah 



 

tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) 
Tahun Anggaran 2012 sesuai 
dengan Keputusan Gubernur 
Kalimantan Selatan Nomor 
188.44/79/KUM/2012 tentang 
Hasil Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten 
Tanah Laut tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012 dan 
Rancangan Peraturan Bupati 
Tanah Laut tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012; 

  b.  bahwa penyempurnaan 
sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, dilakukan agar 
Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012 tidak bertentangan dengan 
kepentingan umum dan 
peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi; 

  c. bahwa berdasarkan 
pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b, perlu untuk 
membentuk Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten 



 

Tanah Laut Tahun Anggaran 
2012; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Tanah Laut, 
Daerah Tingkat II Tapin dan 
Daerah Tingkat II Tabalong 
dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 
51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 
2756); 

2. Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1994 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 



 

3. Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4250); 

5. Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 



 

7. Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, 



 

Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 



 

(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4574); 



 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 
Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 
138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  
Nomor 5155); 

  



 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 2005 tentang Hibah 
kepada Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 
Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 
150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 
Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 



 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintahan, Pemerintahan 
Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);   

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 
123, Tambahan LembaranNegara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

25. Peraturan Presiden Nomor 1 
Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan 
Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-Undangan; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang 



 

Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012 (Berita 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 311); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten 
Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 
2); 

 

 

 



 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TANAH LAUT 

dan 
BUPATI TANAH LAUT 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2012. 

 
Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2012 sebagai berikut : 

1. Pendapatan Daerah Rp.  705.112.749.025,00 

2. Belanja Daerah Rp.  909.161.684.318,00 

  Surplus/(Defisit)  Rp. (204.048.935.293,00) 

3. Pembiayaan Daerah  

 a. Penerimaan Rp. 290.000.000.000,00  

 b. Pengeluaran  Rp.     6.158.000.000,00 

 Pembiayaan Netto  Rp. 283.842.000.000,00 

 Sisa lebih pembiayaan anggaran 
tahun berkenaan 

Rp.   79.793.064.707,00 

Pasal 2 

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 terdiri dari : 



 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.   42.055.563.806,00 

b. Dana Perimbangan Rp. 549.249.605.739,00 

c. 
Lain-lain Pendapatan 
Daerah yang Sah 

Rp. 113.807.579.480,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah Rp.    4.675.100.000,00 

b. Retribusi Daerah Rp.    2.643.469.250,00 

c. Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 

Rp.    4.291.171.856,00 

d. 
Lain-Lain Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah Rp.  30.445.822.700,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 

a. 
Bagi Hasil Pajak/Bukan 
Pajak Rp.130.080.798.739,00 

b. Dana Alokasi Umum Rp.398.795.857.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus Rp.  20.372.950.000,00 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis 
pendapatan : 

a. Pendapatan Hibah Rp.  45.383.100.000,00 

b. 
Dana Bagi Hasil Pajak dari 
Provinsi 

Rp.  32.340.000.000,00 

c. Dana Penyesuaian dan 
Otonomi Khusus 

Rp.  36.084.479.480,00 



 

 
Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 1  terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung Rp.458.530.126.030,00 

b. Belanja Langsung Rp.450.631.558.288,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : 

a. Belanja Pegawai Rp.405.802.499.380,00 

b. Belanja Hibah Rp.  27.368.135.650,00 

c. Belanja Bagi Hasil Rp.    2.131.400.000,00 

d. Belanja Bantuan Keuangan Rp.  19.228.091.000,00 

e. Belanja Tidak Terduga Rp.    4.000.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (1) huruf b  terdiri dari : 

a. Belanja Pegawai Rp.  48.518.773.530,00 

b. Belanja Barang dan Jasa Rp.213.810.671.186,00 

c. Belanja Modal Rp.188.302.113.572,00 

 
Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.290.000.000.000,00  

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.    6.158.000.000,00 



 

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan : 

a. SiLPA Tahun Anggaran 
Sebelumnya 

Rp.290.000.000.000,00 

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) huruf b  terdiri dari jenis 
pengeluaran : 

a. Penyertaan Modal (Investasi) 
Pemerintah Daerah  

Rp.    5.500.000.000,00 

b. Investasi non Permanen Rp.       658.000.000,00 

 
 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I   Ringkasan APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut 
urusan Pemerintahan 
Daerah dan organisasi 
SKPD; 

3. Lampiran III Rincian APBD menurut 
urusan Pemerintahan 
Daerah , Organisasi SKPD, 
Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 



 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja 
menurut urusan 
Pemerintahan Daerah , 
Organisasi SKPD, Program 
dan Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja 
Daerah untuk Keselarasan 
dan Keterpaduan urusan 
Pemerintahan Daerah dan 
Fungsi dalam kerangka 
Pengelolaan Keuangan 
Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per 
Golongan dan per 
Jabatan; 

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal 
(Investasi) Daerah; 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan 
Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap 
Daerah; 

10.Lampiran X Daftar Perkiraan 
Penambahan dan 
Pengurangan Aset lainnya; 

11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan 
tahun anggaran 
sebelumnya yang belum 
diselesaikan dan 
dianggarkan kembali 
dalam tahun anggaran ini; 



 

12.Lampiran XII Daftar dana cadangan 
daerah; dan  

13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah 
dan Obligasi Daerah. 

Pasal 6 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 7 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku 
sejak tanggal 1 Januari 2012. 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
  



 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan peraturan daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanah Laut. 

 

Ditetapkan di Pelaihari 
pada tanggal 12 Maret 2012 

    BUPATI TANAH LAUT, 

 
                                                    cap ttd 
 
 
                                             H. ADRIANSYAH 

 
Diundangkan di Pelaihari 
pada tanggal 12 Maret 2012 

    SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

 

 
          H. ABDULLAH 
     

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 
TAHUN 2012 NOMOR 5 


